
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG 
PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
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tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199); 
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24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2018 Nomor 33); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 
1966); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 
2019 Nomor 15); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 
Nomor 1425); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 
2018 Nomor 701); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 125); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 
1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2017 Nomor 10); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 
9); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2017 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2018 Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 
Nomor 5); 

42. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 
Nomor 78) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 13); 

43. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 85); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJABARAN 
PERTANGGUNGJA\VABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAR BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019. 

Pasall 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

Rp. 554.999.510.278,91 
Rp. 1.693.342.681.796,00 
Rp. 316.027 .322.000,00 
Rp. 2.564.369.514.074,91 

1. Belanja Pegawai Rp. 904.511.791.678,00 
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 602.559.173.641,64 
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4. Belanja Hibah Rp. 42.056.800.000,00 
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.990.000.000,00 
6. Belanja Bantuan Keuangan _R.._p_. __ 4_2_1_.8_6_5_.7_0_7_._2_00 ..... , ..... o_o 

Rp. 1.973.983.472.519,64 
b. Belanja Modal 

1. Belanja Tanah Rp. 6.368.065.200,00 
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 116.724.596.351,62 
3. Belanja Gedung Bangunan Rp. 209.606.564.887,33 
4. Belanja Jalan Irigasi Jaringan Rp. 211.407.484.851,84 
5. Belanja Aset Tetap Lainnya """-R .... P---· ___ 5 __ 8 __ 0 ........ 0 ....... 2 ___ 7_._4 __ 65 ...... , ..... o_o 

c. Belanja Tak Terduga 
d. Transfer 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Deftsit) 

6. Pembiayaan 

Rp 544.686.738.755,79 
Rp. 68.030.000,00 
Rp. 40.872.142.446,00 
Rp. 2.096.872.534.075,43 
Rp. 4.759.130.353,48 

a. Penerimaan Rp. 369.920.587.608,47 
b. Pengeluaran Rp. 22.994.044.832,62 

Jumlah Pembiayaan NettoRp. 346.926.542.775,85 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan Rp. 351.685.673.129,33 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan penjabaran laporan realisasi anggaranberdasarkan 
rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran setiap perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih 
lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal I-'( Agustus 2020 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 111 Agustus 2020 

BU ATI MOJOKERTO, 

DI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

HE~ TO 
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 37 


